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Presiden Jokowi telah mengumumkan relaksasi aturan mudik Lebaran 2022 pada tanggal 23
Maret 2022, yang memperbolehkan masyarakat mudik/pulang kampung pada libur Hari Raya
Idul Fitri (Lebaran) dengan syarat telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan juga booster.
Relaksasi aturan mudik Lebaran tahun ini diambil pemerintah setelah melakukan evaluasi
terhadap situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang membaik. Relaksasi aturan mudik Lebaran
2022 sangat diharapkan oleh masyarakat dan pelaku transportasi setelah pemerintah
melonggarkan persyaratan perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi melalui Surat
Edaran (SE) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 No. 11/2022, yang berlaku efektif
8 Maret 2022. Dalam SE tersebut, perjalanan orang dalam negeri tidak diwajibkan menunjukkan
hasil negatif tes Covid-19 bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau booster.
Melalui kebijakan relaksasi ini, Pemerintah terus berupaya mengendalikan penularan Covid-19
dengan meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19, baik vaksinasi dosis kedua dan juga booster.

Selama ini, sektor transportasi berbasis jalan mengalami keterpurukan akibat pembatasan
mobilitas pada saat mudik Lebaran sejak awal pandemi Covid-19. Para pelaku usaha
transportasi berbasis jalan menaruh harapan besar persyaratan perjalanan mudik tahun ini
lebih longgar dari tahun sebelumnya.

Setelah 2 tahun terakhir dilakukan pengetatan dan larangan mudik, akhirnya pemerintah
meniadakan pelarangan aturan mudik Lebaran 2022 dengan beberapa aturan. Menindaklanjuti
hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan sejumlah hal terkait aturan
mudik Lebaran 2022, diantaranya: 1) Masyarakat diperbolehkan mudik dengan syarat sudah dua
kali vaksin serta satu kali vaksin booster dan prokes yang ketat; 2) Kemenhub akan segera
berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian, dan Lembaga, serta unsur
terkait lainnya; 3) Kemenhub akan menerbitkan SE tentang petunjuk pelaksanaan teknis di
lapangan baik untuk perjalanan luar negeri maupun dalam negeri; 4) SE Kemenhub dibutuhkan
sebagai rujukan untuk menjamin pelaksanaan perjalanan luar negeri maupun dalam negeri
dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Covid-19; 5) Teknis pelaksanaan di lapangan akan
didiskusikan dengan para stakeholders termasuk pihak POLRI, diantaranya terkait mekanisme
pengawasan terhadap ketentuan syarat perjalanan dan penerapan protokol kesehatan di
lapangan.

Dengan dikeluarkannya kebijakan mudik Lebaran 2022 ini, perlu dipastikan kesiapan
transportasi mudik lebaran dan infrastrukturnya. Kementerian PUPR menyatakan kondisi jalan
nasional dan jalan tol dalam keadaan mantap pada saat arus mudik Lebaran tahun ini. Persiapan
kemantapan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi gelombang mobilitas masyarakat
khususnya pada masa liburan hari raya dan tahun baru. Selain itu, faktor keamanan dan
kenyamanan di jalur mudik juga sangat penting diperhatikan untuk menekan risiko kecelakaan.

RELAKSASI ATURAN MUDIK
LEBARAN 2022
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Sumber

Pelonggaran aturan persyaratan bagi perjalanan mudik Lebaran 2022 dapat
menjadi perhatian DPR RI dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang
ditetapkan pemerintah di bidang transportasi, baik untuk sistem transportasi darat,
laut, maupun udara. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian
Perhubungan untuk memastikan aturan relaksasi mudik dipatuhi oleh masyarakat,
agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Komisi V DPR RI perlu mengawal
dan mendorong pemerintah dalam hal persiapan dan kesiapan di sektor
transportasi dan infrastruktur. Selain itu, melalui fungsi pengawasan Komisi V DPR
RI dapat memberi masukan bagi evaluasi kebijakan relaksasi mudik bila akan
diterapkan kembali pada masa-masa liburan berikutnya.A
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